PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 9 TAHUN 20¢C7

TENTANG

REDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasa!l 28 ayat
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang D
maka penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Desa u
meningkatkan kesejateraan Pemerintah Desa dipandang
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
FPerangkat Desa

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 138538 tentang
Pembentukan Daerah — daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Rl Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 1822) |

ra

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Fokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1874
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nome
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Rl Tahun 18 9

169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 389

-

1
-
n

9
0)

I

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Keolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Rl
Tahun 1989 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3851);

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 438¢)

5 Undang — Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R! Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R!
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemba
Nomor 4548): SRS
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Menetapkan KEUANGAN KEPALA DESA DA

§ L:ndang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
D_.'icmh (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negata Rl Nomor 4438) | :

Peraturan Pemernntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah  dan  Kewenangan Propinéi
:s'omgau Daerah Otonom (L.embaran Negara RI Tahun
.EQEWL\‘.‘Nomor 54, Tambahan Lembaran Nn‘g.uu RI Nomor
3952) .

e

8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
158 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4587),

-y
O

10 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun
2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangaai (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D

Nomor 13).
aten Banggai Nomor 18 Tahun

an Keuangan Daerah
Tahun 2003

11 Peraturan Daerah Kabup
2003 tentang Pokok-pokok Pengelola
Kabupaten Banggal (Lembaran Daerah
Nomor 29 Ser E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

DAERAH TENTANG KEDUDUKAN

. PERATURAN
N PERANGKAT DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan .
Daerah adalah Kabupaten Banggzn_
gupat adalah Bupal Banggat.
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Pemenntahan Daerah adaiah penyelenggaraan urusan pemenntahan oleh
;‘éﬁr:"‘“" daerah dan DPRD menuru! asas ofonomi dan tugas
K__;e.“‘::‘:;” dengan prinsip ctonomi luas dalam sistm dan prnsip Negar
p - ‘.;_ epublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1845
emenntah Daerah adalah Bupat beserta Perangkat Daerah sebagad unsur
?;“Y"‘e“ggaia Pemernintahan Daerah
l_é:ggapeg‘@k”a“‘ Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
ga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebaga: Unsur
~ penyelenggara Pemernntahan Daerah
& ‘De‘_s»a‘k atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adaiah
kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wiayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
selempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakut dan
dihormat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia
Pemenntahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemenntahan oleh
Pemenntah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarakn asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8 Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lamn adalah Kepala Desa
dan Perangxat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Desa
9  Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tekms pelayanan
dan/atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
kewanban
10 Biaya Operasiona! adalah biaya untuk pelaksanaan tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa
11 Biaya Penunjang Operasior.al adalah biaya untuk mendukung tugas Kepala
Desa
12  Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagan wilayah dalam
desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemenntahan desa

[ #3]

~4

) BAB I
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2

h Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih oleh penduduk

Kepala Desa adala '
hi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun.

desa yang memenu
Pasal 3

(1) Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat cleh Kepala Desa untuk
membantu Kepala Desa melaksanakan teknis pelayanan dibwdang tugas
dan kewajibannya. ) ‘

(2) Perangkat Desa sebagamana dimaksud pada ayat (1) tdak termasuk

Sekretaris Desa yang perstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri yang akan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan dan
jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawa: Negen

Selama menjad: Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pPegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinakan pengkatnya sesuai

dengan ketentuan Perundang-undangan.

(2)
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(3) Kepal .
pala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud

ad . .. :
gsaay‘:yat (1) yang berhenti dari jabatannya dikembalikan pada instansi

BAB il

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Paragraf 1
Kepala Desa

Pasal 5

Kepala Desa diberikan gaji dan tunjangan.

(2) Bessrnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut : 1
Gaji Pokok 50 % X Upah Minimum Regional Kabupaten
(UMRK)
Tunjangan Isteri/Suami  10% X Gaji Pokok
Tunjangan Anak 2 % X Gaji Pokok X Jumlah anak.
Tunjangan Beras 5 Kg X Jumlah Jiwa
Tunjangan Jabatan 145 % X Gaji pokok
(3) Khusus Kepala Desa yang masih berstalus Pegawai Negeri hanya
menerima tunjangan jabatan.
Paragraf 2
Perangkat Desa
Pasal 6
(1) Perangkat Desa diberikan gaji ‘ _
(2; Besarnya gaji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagai berikut : )
zs:z G?aji Pokok 75 % X Gaji Pokok Kepala Desa
b. Tunjangan Isteri/Suami  10% X Gaiji Pokok Sendiri
¢. Tunjangan Anak 2% X Gaji Pokok X Jumlah anak
d. Tunjangan Beras 5Kg X Jumlah Jiwa
e Tunjangan Jabatan 145 % X Gaji Pokok
Pasal 7
Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
4 Sekretariat Desa, meliputi :

1). Kepadla Urusan Umum'dan Keuangan,
2). Kepala Urusan Pemerintahan;

3). Kepala Urusan Pempangunan; dan
4). Kepala Urusan Kesejahteraan R‘_akyat.
Pelaksana Teknis Lapangan, meliputi :

1). Urusan Polisi Desa,
2). Urusan pengelola Peraturan Desz;

3). Urusan Pengairan (u?u-ulu); dan
4), Urusan pamong Tani Desa.

Kepala Dusun.
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D

Bagian Kedua
Sarana Mobilitas

Pasal 8

1) Ke = 4
§2; Peﬁ:;adi[;iia gapdt disediakan sebuah kendaraan dinas roda dua.
Prkodme «endaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3) A;;;;ila ‘é‘n dengan kemampuan keuangan desa.
sebagaim;ga‘daim[;isadbergenti dari jabatannya maka kendaraan dinas
; sud pada ayat (1) diserah [
i Kepida Pemerintah Dess yat (1) diserahkan kembali dalam keadaan

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 9

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa disediakan:

a. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh
Kepala Desa ditetapkan sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan
yang berlaku;

b. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan,
perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bag! Kepala Desa
dan Perangkat Desa ‘

c. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas
dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

d. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala
Desa dan Perangkat Desa berikut atributnya;

e Biaya penunjang operasional dipergunakan  untuk koordinasi,
nonangguiangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan

L hdous wannya guna mendukung Kepala Desa.
Pasal 10

rasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Reaamya biaya sonuniang ope _ ‘
9 dari Pendapatan Asli Desa.

e Qaastaplan maksimal 30
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

) Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peratug%ar S‘Zﬁgho'?:ig t;apat, mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
enga }
Kabupaten Banggai. gan penempatanya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 Juni 2007

BUPAT} BANGGAI,

- /

J . ’—‘
MA’MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 5 Junpf 2007

h Kabupaten Banggai Tahun 2067 Nomeor 9

Lembaran Daera
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